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ABSTRAK 
  Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah. Penegakan Sanksi 
Pidana Terhadap Pemberi Uang Kepada Pengemis Di Kota Makassar (Perda 
Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis 
Dan Pengamen). Tujuan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui  sejauh 
mana langkah penegakan sanksi pidana dalam kasus pemberian uang kepada 
pengemis di jalanan yang telah diatur oleh peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 
kota makassar beserta dengan upaya pembinaan yang ada dalam peraturan daerah 
nomor 2 tahun 2008 kota Makassar. Dan tingkat efektifitas sanksi pidana terhadap 
pemberi uang kepada pengemis di kota Makassar. 
 Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber datanya menggunakan data 
primer yaitu data yang diperoleh melalui proses wawancara bersama Kepala 
Dinas Sosial Kota Makassar dan Kepala Bidang Rehabilitasi dan data sekunder 
yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik 
pengumpulan data adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Dalam 
penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan langsung 
turun ke lapangan dan melakukan wawancara kepada pihak instansi terkait 
mengenai pelaksanaan penegakan sanksi pidana.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan sanksi pidana terhadap 
pemberi uang kepada pengemis di kota Makassar belum berjalan sesuai dengan 
prosedur yang telah di tetapkan dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 Kota 
makassar. Ini disebabkan oleh faktor internal instrumen yang belum memadai 
dalam upaya penegakan sanksi pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis. 
Dalam upaya pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di 
kota Makassar sudah berjalan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2008. Sementara upaya penegakan sanksi pidana tersebut masih dalam 
ranah konsepsi dan belum menyentuh langkah praktik untuk ditegakkan 
sebagaimana peraturan yang hidup di masyarakat.     
 Hal ini disebabkan oleh faktor instrumen yang belum memadai dalam 
penegakan sanksi pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis di kota 
Makassar dan fokus kerja yang masih dalam ranah upaya yang signifikan dalam 
pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota 
Makassar. Sehingga belum sampai menyentuh ranah penegakan sanksi pidana 
terhadap pemberi uang di kepada pengemis di Kota Makassar. Sementara 
Penegakan sanksi pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis di kota 
makassar belum berjalan secara efektif hal ini disebabkan oleh instrument khusus 
dalam penanganan permasalahan tersebut belum memadai sehingga masih 
membutuhkan upaya nyata dalam bentuk penanganan secara praktik. 
 Implikasi dari penelitian ini yakni Memaksimalkan upaya penegakan 
sanksi pidana dalam muatan peraturan daerah yang secara sah berlaku ditengah 
masyarakat. Melaksanakan upaya nyata dalam penegakan sanksi pidana terhadap 
pelanggar Peraturan Daerah Meningkatkan kinerja dalam upaya pembinaan anak 
jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di kota Makassar sebagai jalan 
menekan angka potensi pemberi uang kepada pengemis dijalan Pembentukan 
insturment khusus sebagai upaya kedepan menanggulangi pelanggaran peraturan 
yang memuat unsur sanksi pidana. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A.  Latar Belakang Masalah 
Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks 
Negara  Indonesia,  tujuan  Negara  tertuang  dalam  alinea  keempat Pembukaan  
UUD  1945  yang  mengidentifikasikan  Negara  Indonesia sebagai Negara hukum 
yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum. Setiap  kegiatan  disamping  
harus  diorientasikan  pada  tujuan  yang  hendak dicapai juga harus berdasarkan 
pada  hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan 
kemasyarakatan. 
Dalam  Negara  hukum  moderrn  pemerintah  memiliki  tugas  dan 
wewenang  dimana  pemerintah  tidak  hanya  menjaga  keamanan  dan ketertiban 
(rust en order) tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (bestuurszorg). 
Tugas dan kewenangan pemerintah adalah untuk menjaga ketertiban  dan  
keamanan  dimana  tugas  ini  merupakan  tugas  yang  masih dipertahankan.  
Untuk  melaksanakan  tugas  ini  pemerintah  mempunyai wewenang dalam 
bidang pengaturan (regelen atau besluiten van algemeenstrekking)  yang  
berbentuk  ketetapan  (beschikking).  Sesuai  dengan  sifat ketetapan  yaitu  
konkrit,  individual  dan  final  maka  ketetapan  merupakan ujung  tombak  
instrument  hukum  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan. Salah  satu  wujud  
dari  ketetapan  adalah Peraturan Daerah baik di tingkatan Provinsi maupun 
Kabupaten/Kota  dimana Perda  merupakan instrument  yuridis  yang  digunakan  
pemerintah  untuk  mengatur masyarakatnya dalam menyelenggarakan 
pemerintahan. 
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 Tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  rangka  penyerahan  urusan 
pemerintahan  ditunjukkan  dengan  antara  lain  menumbuh kembangkan 
penanganan  urusan  dalam  berbagai  bidang, termasuk regulasi yang berlaku di 
tiap daerah dalam tingkatan provinsi maupun Kabupaten/Kota  meningkatkan  
daya  saing daerah  dalam  proses  pertumbuhan  melalui  efisiensi  dan  
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Peranan administrasi Negara 
dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat  menumbuhkan  kemandirian  
daerah  dan  sebagai  pengambil kebijakan  untuk  menentukan  strategi  
pengelolaan  pemerintahan  dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Bagi 
aparat pemerintahan daerah (Pemda)  yang  memiliki  tugas  dalam  pengelolaan  
pemerintahan  daerah. 
 Substansi  otonomi  daerah  sangat  penting  karena  reformasi  dalam  
sistem pemerintahan di daerah tentang pembangunan tata kelola masyarakat dapat 
dilihat dalam aspek  sistem  pengaturan  kebijakan, politik, sosial  dan  keuangan  
yang  menjadi tanggung jawab pemerintah kota dan kabupaten.
1
 
  Otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang  dan  kewajiban  daerah otonom  
untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  
masyarakat  sesuai  dengan  peraturan  dan  perundang-undangan. 
 Didalam  otonomi  daerah  ada  peralihan  dari  sistem  sentralisasi  
kesistem desentralisasi  yaitu penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada 
pemerintahan  daerah  yang  bersifat  operasional  dalam  rangka  sistem birokrasi 
pemerintahan. Tujuan otonomi adalah untuk mencapai efektifitas dan  efisiensi  
dalam  pelayanan  publik.  Sedangkan  tujuan  yang  dicapai dalam  penyerahan  
                                                 
1
Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik,  Hukum  Administrasi  Negara  dan Kebijakan 
Pelayanan Publik, (Bandung : Nuansa, 2009), h. 13. 
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urusan  ini  antara  lain  menumbuh  kembangkan  daerah dalam  berbagai  bidang,  
meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  danmeningkatkan daya saing 
daerah dalam proses pertumbuhan.
2
 
Adanya otonomi daerah mewujudkan suatu daerah otonom dimana daerah  
tersebut  mempunyai  hak  untuk  mengatur dan  menjalankan  rumah tangganya 
sendiri. Indikator suatu daerah otonom melaksanakan urusannya sendiri adalah  ia  
berhak  menjalankan urusan  yang ruang  lingkupnya atau dampaknya  hanya  di  
daerahnya  saja  dan  bukan  berdampak  nasional. 
Daerah  dapat  mengatur  urusannya  kecuali  Pertahanan  dan  
Keamanan,Politik Luar Negeri, Peradilan atau Hukum, Agama dan Moneter. 
Peraturan Daerah  Nomor 2  tahun  2008 Kota Makassar  tentang Pembinaan 
Anak jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen yang terilhami dari  Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 504 dan 505 Buku ke tiga tentang tindak 
Pidana Pelangaran  merupakan  salah satu  bentuk  urusan  yang  dapat  diurus  
oleh  daerah yang menyebabkan setiap daerah membuat peraturan tersendiri untuk  
mengakomodir kepentingannya  kedalam  peraturan  daerahnya. 
Munculnya Peraturan ini adalah untuk menjalankan kebijakan dalam hal 
regulasi sebagai pengejewantahan peraturan yang lebih tinggi untuk mengatur 
kondisi sosial ditengah masyarakat. Dalam Perda Nomor 2 tahun 2008 pada pasal 
(3) mengenai tujuan terhadap pembinaan, anak jalanan, pengemis dan pengamen.  
 Pada perda nomor 2 tahun 2008 dalam Bab V tentang larangan pasal 49 
ayat (1) : “Setiap orang atau sekelompok orang tidak dibenarkan memberikan 
uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen 
                                                 
2
HAW.Widjaya, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 
2004), h. 21-22. 
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serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan 
pengemis yang menggunakan alat bantu yang berada di tempat umum 
Hal ini dapat mendatangkan permasalahan tersendiri yaitu bagaimanakah  
efektifitas Perda no 2 tahun 2008 yang mengatur tentang pelarangan pemberian 
uang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di kota 
makassar. Serta yang paling penting efektifitas penegakan sanksi pidana terhadap 
pelanggar perda tersebut. Dalam hemat penyusun melihat perda nomor 2 tahun 
2008 kota makassar tidak berjalan efektif sebagaimana mestinya sebuah regulasi 
yang harus di tegakkan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan 
beberapa peristiwa di sudut kota makassar yang secara kasat mata ditemukan oleh 
penyusun masih saja ada orang ataupun sekelompok orang yang menggelandang 
untuk mencari uang ataupun materi lainnya demi memenuhi kebutuhan hidupnya 
sehari-hari, serta dalam beberapa kejadian lainnya penyusun juga menemukan 
masih ada beberapa orang yang memberikan uang kepada anak jalanan, pengemis, 
pengamen dan gelandangan di sudut ataupun ditengah kota makassar. Dengan 
rentetan kejadian tersebut secara faktual menunjukkan lemahnya peraturan daerah 
nomor 2 tahun 2008 kota makassar. Serta menunjukan sebuah jarak kesenjangan 
antara kenyataan normative (Das Sollen) dan peristiwa konkret (Das Sein). Selain 
kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dan realitas ditengah 
masyarakat persoalan sosial khususnya yang menyangkut tentang pengemis juga 
dijelaskan dalam sesuai dengan sabda Nabi saw : 
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Artinya : 
 
Diriwayatkan dari Sahabat „Abdullah bin „Umar Radhiyallahu „anhuma, ia 
berkata: Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda:“ seseorang 
yang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang 
pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di 
wajahnya”3 
 
Berdasarkan hadist diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang 
senantiasa meminta-minta kepada orang lain akan merugi kelak di hari 
kiamat, namun perlu diperhatikan bahwa ada beberapa golongan yang 
menjadi wajib untuk diberikan sedekah kepada dirinya.  
 
Diriwayatkan dari Sahabat Qabishah bin Mukhariq al-Hilali Radhiyallahu 
„anhu, ia berkata: Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: 
 
                                                                                                                    
                                                                                                –    
                    -                                                                                
                                                                  –                        -       
                                                             . 
Artinya : 
“Wahai Qabiishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali 
bagi salah satu dari tiga orang: (1) seseorang yang menanggung hutang 
                                                 
3
 Almanhaj “Hukum meminta-minta menurut syariat islam” situs resmi 
almanhaj  https://almanhaj.or.id/2981-hukum-meminta-minta-mengemis-menurut-syariat-
islam.html (23 agustus 2016). 
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orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian 
berhenti, (2) seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan 
hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, 
dan (3) seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga 
orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, „Si fulan telah ditimpa 
kesengsaraan hidup,‟ ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan 
sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai 
Qabishah! Adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan 
yang haram”4 
 
Setelah membaca hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua 
dari peminta-minta ataupun pengemis dapat diberikan sedekah kecuali dari 3 
golongan orang yang telah dijelaskan sebelumnya dalam hadist. 
Sedekah kepada pengemis juga menjadi haram, jika diketahui pengemis itu 
tidak termasuk orang yang boleh mengemis (meminta-minta), misalnya bukan 
orang miskin. Dalam masalah ini ada dalam dalil khusus yang mengharamkan 
meminta-minta, kecuali untuk tiga golongan tertentu. Sabda Nabi SAW, 
”Meminta-minta tidaklah halal kecuali untuk tiga golongan : orang fakir yang 
sangat sengsara (dzi faqr mudqi'), orang yang terlilit utang (dzi ghurm mufzhi'), 
dan orang yang berkewajiban membayar diyat (dzi damm muuji').” (HR Abu 
Dawud no 1398; Tirmidzi no 590; Ibnu Majah no 2198). (Abdul Qadim Zallum, 
Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, hal. 194). 
Jadi kalau seorang pengemis sebenarnya bukan orang miskin, haram 
baginya meminta-meminta. Demikian pula pemberi sedekah, haram memberikan 
sedekah kepadanya, jika dia mengetahuinya. Dalam kondisi ini pemberi sedekah 
turut melakukan keharaman, karena dianggap membantu pengemis tersebut 
berbuat haram. Kaidah fikih menyebutkan : “Man a'ana 'ala ma'shiyyatin fahuwa 
                                                 
4
 Almanhaj “Hukum meminta-minta menurut syariat islam” situs resmi 
almanhaj  https://almanhaj.or.id/2981-hukum-meminta-minta-mengemis-menurut-syariat-
islam.html (23 agustus 2016). 
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syariik fi al itsmi” (Barangsiapa membantu suatu kemaksiatan, maka dia telah 
bersekutu dalam dosa akibat kemaksiatan itu.). (Syarah Ibnu Bathal, 17/207)
5
 
 Hal  itulah  yang  mendorong  penyusun  untuk  melakukan  penelitian 
tentang Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Uang Kepada 
Pengemis di Kota Makassar (Perda Nomor 2 tahun 2008 tentang 
Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen)  
 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus dalam masalah ini membahas 
tentang bagaimana penegakan sanksi pidana terhadap pelanggar perda yang 
memberikan uang kepada pengemis dijalan terkhusus kepada Peraturan Daerah 
nomor 2 tahun 2008 Kota Makassar tentang Pembinaan Anak jalanan, 
Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar serta upaya pembinaan 
anak jalanan dikota Makassar. Berdasarkan kegunaan secara teoritis diharapkan 
dapat memberikan sumbangan dalam arah pembangunan daerah khususnya 
penegakan peraturan daerah dan pengembangan kemajuan di bidang ilmu 
pengetahuan khususnya dalam disiplin ilmu hukum yang membahas tentang 
penegakan sanksi pidana dalam peraturan daerah 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  diatas  dapat  diambil rumusan masalah 
sebagai berikut :  
                                                 
Media Ummat “Hukum memberi uang dan sedekah kepada para pengemis” situs resmi 
Media ummat http://mediaumat.com/ustadz-menjawab/1358.html (23 agustus 2016)   
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1. Bagaimanakah  Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Uang Kepada 
Pengemis di Kota Makassar (Perda Nomor 2 tahun 2008 Kota Makassar 
tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen) 
? 
2. Bagaimanakah efektifitas Penegakan Sanksi Pidana terhadap pemberi 
uang kepada pengemis dijalan di kota makassar ? 
3. Bagaimanakah implementasi pembinaan anak jalanan gelandangan 
pengemis dan pengamen  di kota makassar ? 
D. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka merupakan panduan penulisan dalam aspek konseptual dan 
teoritis. Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai konsep otonomi daerah, 
hingga penerapan sanksi pidana dalam peraturan daerah. 
penyusunan konstruksi berfikir berangkat dari sebuah konsepsi dasar negara 
hukum berikutnya mengarah kepada pembahasan otonomi daerah dan peraturan 
daerah  yang secara sistematis akan mengerucut pada sebuah pokok permasalahan 
yang diteliti yakni tentang penegakan sanksi pidana terhadap  pemberi uang 
kepada pengemis dalam  Peraturan Daerah No 2 tahun 2008 Kota Makassar 
tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen.  
Dalam  penelitian  ini hal mendasar yang menjadi titik pembeda dengan karya 
tulis ilmiah lainnya yang pernah membahas peraturan daerah kota Makassar 
nomor 2 tahun 2008  yakni penyusun mencoba meneliti serta meneropong 
penegakan sanksi pidana terhadap kasus pelanggaran peraturan daerah terhadap 
pemberi uang kepada pengemis, yang dalam  hemat penyusun dibeberapa sudut 
9 
 
kota Makassar masih ada beberapa kalangan masyarakat yang menjadi pemberi 
uang kepada pengemis dijalan, hal ini yang akhirnya menjadi menarik untuk di 
teliti secara akademik lewat kajian yuridis. Sementara ditahun 2013 oleh Asrul 
Nurdin
6
 dalam skripsinya berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah 
Nomor 2 tahun 2008 kota Makassar tentang Pembinaan Anak jalanan, 
Gelandangan, Pengemis dan Pengamen” telah lebih dulu meneliti Peraturan 
daerah  nomor 2 tahun 2008 Kota Makassar. Namum  peneliti terdahulu 
memberikan titik fokus kepada implementasi dari sebuah kebijakan peraturan 
daerah  kota Makassar, sementara dalam tulisan dan penelitian  ini  mencoba 
untuk fokus kepada kajian yuridis terhadap sanksi pidana yang ada dalam 
peraturan daerah  nomor 2 tahun 2008 kota Makassar. 
 Dalam pandangan penyusun yang pertama terjadi sebuah jarak kesenjangan 
antara kenyataan normative (Das Sollen) dan peristiwa konkret (Das Sein) , yang 
kedua penyusun menganggap bahwa peraturan daerah ini adalah peraturan yang 
Tertidur (The sleep Law) peraturan yang seolah dalam kehidupan sosial 
masyarakat tidak ada sama skali tetapi dalam yuridis formal ada dan sah secara 
legitimasi sebagai sebuah peraturan daerah yang sekali-kali bisa terbangun dan 
ditegakkan kembali. Dan yang terakhir berangkat dari sebuah pemikiran tokoh 
sosiologi hukum dari jerman  Eugen Erlich yang menyatakan bahwa titik berat 
perkembangan  hukum tidak terletak pada perundang-undangan , juga tidak dalam  
keputusan pengadilan maupun dalam ilmu pengetahuan hukum, tetapi dalam 
masyarakat itu sendiri.  
                                                 
6
 Asrul Nurdin Implementasi Kebjiakan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 Kota 
Makassar tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota 
Makassar,Skripsi (Makassar : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 
2013) h. 25 
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Dari pemikiran Eugen Erlich dapat dikatakan hukum ataupun sebuah regulasi 
yang ada ditengah masyarakat harus mampu hidup dan diterima di tengah 
perkembangan sosial masyarakat (Living Law) dan tidak menjadi sebuah 
peraturan yang seolah tidak dianggap ada dalam kenyataan hidup di masyarakat.  
Tri Andarisman (2009:8) dalam bukunya Asas-asas dan Dasar Aturan 
Hukum Pidana Indonesia Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, 
sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat 
akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari 
pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa 
yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan 
pidana atau tindak pidana yang dapat menggangu atau membahayakan 
kepentingan hukum. Sanksi pidana pada  dasarnya  merupakan  suatu  penjamin  
untuk  merehabilitasi  perilaku  dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang 
bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia 
itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada 
seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu
7
  
Barda Nawawi Arief (2003:15) dalam bukunya Kapita Selekta Hukum 
Pidana. mengemukakan bahwa istilah “hukuman” kadang – kadang digunakan 
untuk pengganti perkataan “straf”, namun menurut beliau istilah “pidana” lebih 
baik daripada hukuman. Pengertian pidana itu sendiri merupakan suatu nestapa 
atau penderitaan
8
  
                                                 
7
 Tri Andarisman, Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, (Bandar 
Lampung, Unila,2009), h.8 
8
 Barda Nawawi Arif,  Kapita Selekta Hukum Pidana. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2003) h.15 
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Selanjutnya Andi Hamzah (1985:18) dalam bukunya Sistem Pidana dan 
Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi menyebutkan Istilah pidana 
sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Namun berkenaan dengan 
pembahasan saat ini penulis ingin memisahkan pengertian dari kedua istilah 
tersebut.Hukuman adalah suatu pengertian umum dan lebih luas, yaitu sebagai 
suatu sanksi yang tidak mengenakan yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. 
Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkenaan dengan 
sanksi dalam hukum pidana. Walaupun ada juga persamaannya dengan pengertian 
umum, yaitu sebagai suatu sanksi yang berupa tindakan  yang menderitakan atau 
suatu nestapa
9
  
Selanjutnya Philipus, M. Hadjon, dkk. (2006:245) Dalam bukunya  Pengantar 
Hukum Administrasi Indonesia,Kebijakan sanksi pidana Peraturan Daerah 
selama ini mengacu pada jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 
KUHP. Jenis pidana pokok yang digunakan yakni, pidana kurungan dan pidana 
denda. Pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu. Selain 
menggunakan sanksi pidana  yang  diatur  dalam  KUHP,  Peraturan  Daerah  
juga menggunakan sanksi administrasi Penggunaan sanksi pidana dalam 
perundang-undangan administrasi sifatnya  merupakan  pemberian  peringatan  
(prevensi)  agar  substansi  yang telah diatur didalam perundang-undangan 
tersebut tidak dilanggar. Pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan 
kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga dalam perundang-
undangan administrasi, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat 
                                                 
9
 Andi Hamza, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi. 
(Jakarta : Pradnya Paramita,  1985), h.18 
12 
 
dipaksakan oleh tata usaha negara yag berlaku dalam yang ada dalam negara 
indonesia
10
 
Selanjutnya W.F Prins, (1983:17) dalam bukunya Pengantar ilmu Hukum 
Administrasi Negara  Jenis-jenis sanksi pidana yang digunakan dalam peraturan 
daerah ini erat kaitannya dengan bobot dan kualifikasi tindak pidana yang di atur 
dalam Peraturan Daerah. Mengacu pada pembagian kualifikasi delik dalam 
KUHP yang membagi kejahatan dan pelanggaran maka Undang-undang Nomor 
32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara umum mengkualifikasikan 
tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagai pelanggaran.  Terhadap 
kualifikasi yang demikian tersebut, secara umum legislatif daerah dalam 
merumuskan jenis sanksi pidana dalam Peraturan Daerah  lebih menekankan 
kepada pidana kurungan di alternatifkan dengan pidana denda
11
  
 
 
1. Tujuan Penelitian 
 Tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  ingin 
mengetahui  sejauh mana langkah penegakan sanksi pidana dalam kasus 
pemberian uang kepada pengemis di jalanan yang telah diatur oleh peraturan 
daerah nomor 2 tahun 2008 kota makassar beserta denga upaya pembinaan yang 
ada dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 kota Makassar 
2. Kegunaan Penelitian 
1.  Secara teoritis : 
                                                 
10
 Philipus, M. Hadjon, dkk., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Jakarta : Bulan 
Bintang 2006). h.245. 
11
 W.F Prins, Pengantar ilmu Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : Pradnya Paramitha, 
1983), h.17 
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 Diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum 
khususnya terhadap peneropongan efektifitas peraturan daerah yang bersifat 
mengatur yang didalamnya terdapat ketentuan pidana  
2. Secara Praktis : 
 Diharapkan  dapat  memberikan  informasi  mengenai penerapan serta 
penegakan sanksi pidana dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 kota 
makassar dan dapat menambah pengetahuan masyarakat Indonesia  pada  
umumnya  dan  mahasiswa  pada  khususnya.  
14 
 
BAB II 
LANDASAN TEORETIS 
A. Tinjauan Terhadap Sanksi Pidana 
1. Tujuan Hukuman Pidana 
Muhammad Taufiq
1
 dalam bukunya Keadilan Substansial Memangkas 
Rantai Birokrasi Hukum dalam pandangan Soedarto, secara umum hukum pidana 
bertujuan untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan  tata 
kelola dalam  masyarakat. Sedangkan fungsi khusus hukum pidana adalah untuk 
melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merusaknya. Dengan 
demikian hukum pidana menanggulangi perbuatan jahat yang hendak merusak 
kepentingan hukum seseorang, masyarakat atau negara. 
Selanjutnya Pompe menyatakan bahwa yang dititikberatkan dalam hukum 
pidana dalam pertumbuhannya pada waktu sekarang adalah kepentingan umum, 
kepentingan  masyarakat. Hubungan hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan 
orang dan meninggalkan pula dijatuhkannya pidana, disitu bukanlah suatu 
hubungan kordinasi antara yang bersalah dan yang dirugikan, melainkan 
hubungan yang bersifat subordinasi dari yang bersalah terhadap pemerintah yang 
ditugaskan untuk memperhatikan kepentingan masyarakat
2
 
Untuk mencapai tujuan hukum yang memperhatikan kepentingan  
masyarakat maka hukum memerankan dirinya untuk menjadi kendali sosial atau 
control sosial yang sekaligus merupakan tujuan pembentukan peraturan di tengah 
masyarakat. Tanpa hukum ataupun aturan menjalankan fungsi ini maka aspek 
                                                 
1
 Muhammad Taufiq, Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum.(Jakarta 
: Pustaka Pelajar, 2014 ). h.83  
2
 Muhammad Taufiq, Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum.(Jakarta 
: Pustaka Pelajar, 2014 ). h.84 
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ketertiban, ketentraman maupun stabilitas dinamis sosial tidak akan tercipta dan 
dipatuhi. 
Setiap perubahan yang terjadi dalam sistem hukum , maka salah satu 
proses konsekuensinya akan berujung pada pengaturan tertulis. Dalam proses 
penyusunan, pembentukan dan pengesahannya akan melekat istilah dan kaidah 
yang erat dengan keilmuan hukum seperti hukum positif, legalitas, formalitas, 
kepastian hukum kekakuan yang bersifat tegas dan jelas. Pengaturan yang jelas, 
tegas dan tertulis merupakan pengakuan yang sah menurut hukum  modern.  
Dalam konteks ini maka  semua pihak yang terlibat dalam peraturan 
perundang-undangan harus tunduk dan taat pada apa yang telah diaturnya. 
Dengan kondisi ini maka pihak yang akan mengurus, sesuatu, bersengketa, 
ataupun melakukan upaya hukum yang lebih tinggi harus mengikuti pola yang 
sudah ditetapkan secara legal formal. Setelah pengaturan dibuat  maka dikenallah 
adagium “Semua orang dianggap tahu hukum”. 
Secara sosiologis, persoalan penegakan hukum  (Law Enforcement) adalah 
persoalan yang kompleks jika ingin ditegakkan.  
Maka kemudian  kita akan  memperbincangkannya dalam koridor 
pertanyaan-pertanyaan seputar program sosialisasi, implementasi, ataupun 
aplikasi, perangkat pendukung (perangkat lunak ataupun keras), kordinasi serta 
factor pendukung agar pengaturan itu berhasil dalam masyarakat dan semua 
mematuhinya.
3
  
 
 
                                                 
3
 Syaifullah, Refleksi Sosiologi Hukum,, (Malang : Refika aditama,2006) h. 27-28. 
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2. Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan  juga  mengatur  tentang  pengaturan  pidana pada 
peraturan daerah, yaitu: 
4. Pasal 15: 
5. (1). Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam; 
6. a. Undang-undang; 
7. b. Peraturan Daerah Provinsi; atau 
8. c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
9. (2). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan 
atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah).(3)  Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota dapat memuat   ancaman   pidana   kurungan   atau   
pidana   denda   selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai 
dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya
4
 
3. Pola Jumlah atau lama (Berat/Ringannya) Pidana 
Praktik legislatif daerah selama ini, terdapat perkembangan dalam 
penentuan jumlah atau lamanya sanksi pidana dalam peraturan daerah, hal 
ini tidak dapat dilepaskan dari adanya penggantian Undang-undang 
Nomor 5 Tahun1974 tentang Pemerintahan Daerah yang lama dan 
                                                 
4
 Republik Indonesia, Undang-undang No 12 tahun 2011 Tentang peraturan perundang-
undangan,  pasal 15. 
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digantikan dengan yang   baru   yakni   Undang-undang   Nomor   32   
Tahun   2004   tentang Pemerintahan  Daerah.  Kedua  Undang-undang  
inilah  yang  menjadi  dasar. perumusan sanksi pidana dalam Peraturan 
Daerah dalam dua masa waktu yang berlainan ini. Ketentuan sanksi 
pidana dalam Peraturan Daerah yang diatur berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1974 adalah sebagai berikut: 
“Peraturan  daerah  dapat  memuat  ancaman  pidana  kurungan  paling 
lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,- (lima 
puluh ribu rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk 
daerah, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan” 
Sedangkan  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  Pasal  143  ayat  
(2) 
mengatur ancaman pidana dalam Peraturan Daerah adalah sebagai berikut: 
“Peraturan  Daerah  dapat  memuat  ancaman  pidana  kurungan  paling 
lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- 
(lima puluh juta rupiah)”5 
B.  Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah 
1. Pengertian Peraturan Daerah 
Definisi tentang Peraturan daerah berdasarkan ketentuan Undang- Undang tentang 
Pemerintah Daerah adalah “peraturan perundang undangan yang dibentuk 
bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di 
Provinsi maupun di Kabupaten/Kota”. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 
                                                 
5
 Republik Indonesia, Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
pasal 143 
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32 Tahun 2004 tentang. Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan daerah), 
Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah 
Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran 
lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan 
memperhatikan ciri khas masing masing daerah
6
 
2. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah 
Sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, 
peraturan  daerah dalam  pembentukannya tunduk pada asas maupun 
teknik dalam penyusunan perundang-undangan yang telah ditentukan. 
Hal yang sangat penting dalam  pembentukan  peraturan perundang-
undangan diantaranya adalah  menyangkut tentang landasannya. 
Landasan yang dimaksud disini adalah pijakan, alasan atau latar 
belakang mengapa perundangan-undangan itu harus dibuat. 
Menurut Bagir Manan ada 4 Landasan yang digunakan dalam 
menyususn perundang-undangan agar menghasilkan perundang-
undangan yang tangguh dan berkualitas
7
 
a)      Landasan yuridis 
Yakni ketentuan hukum yang menjadi dasar kewenangan dalam 
sebuah negara (bevoegheid,competentie) pembuat peraturan 
perundang-undangan. Apakah kewenangan pejabat atau badan  
mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam perundang-undnagan 
                                                 
6
 Republik Indonesia, UU Nomor 32 Tahun 2004  tentang  Pemerintahan Daerah,  Pasal 
136  
7
 Bagir Manan dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono,  Legislatif Drafting 
Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009) h. 23. 
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atau tidak. Hal ini sangat penting untuk disebutkan dalam perundang-
undangan karena seorang pejabat/suatu badan tidak berwenang 
(onbevogheid)  mengeluarkan aturan. 
Landasan ini dibagi menjadi dua: 
1)      Dari segi formil landasan ini memberikan kewenangan bagi 
instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu 
2)      Dari segi materiil sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal 
tertentu 
landasan yuridis dari penyusunan peraturan perundang-undangan 
meliputi 3 hal: 
1)      Kewenangan dari pembuat perundang-undangan 
2)      Kesesuaian  bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan 
dengan materi yang diatur 
3)      Keharusan mengikuti tata cara tertentu pembuatan perundang-
undangan 
Dalam suatu perundang-undangan landasan yuridis ini ditempatkan 
pada bagian konsideran “mengingat” 
b)      Landasan Sosiologis 
Yakni  satu  peraturan  perundang-undangan yang dibuat harus dapat 
dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup. Ini berarti 
bahwa hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup 
(the living law) dalam  masyarakat 
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Dalam  kondisi demikian  inilah maka perundang-undangan tidak 
mungkin lepas dari gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. 
Dengan melihat kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat dalam 
rangka penyususnan suatu perundang-undangan maka tidak begitu 
banyak lagi pengarahan institusi kekuasaan dalam melaksanakannya. 
c)      Landasan Filosofis 
Yaitu dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar 
sewaktu menuangkan  hasrat dan  kebijakan  (pemerintah)  ke dalam  
suatu  rencana atau draft peraturan negara. Suatu  rumusan perundang-
undangan harus mendapat pembenaran (recthvaardiging) yang dapat 
diterima dan dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai 
dengan cita-cita dan pandangan hidup maysarakat yaitu cita-cita 
kebenaran (idée der waarheid), cita-cita keadilan (idée der 
grerecthsigheid) dan cita-cita kesusilaan (idée der eedelijkheid).  
Dengan demikian perundang-undangan dikatakan mempunyai 
landasan filosofis (filosofis grondflag)  apabila rumusannya mendapat 
pembenaran yang dikaji secara filosofis. Dalam  konteks negara 
Indonesia yang menjadi induk dari landasan filosofis ini adalah 
pancasila sebagai suatu sistem nilai nasional bagi sistem kehidupan 
bernegara. 
d)     Landasan Politis 
Yakni garis kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi 
kebijakan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan negara, hal 
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ini dapat diungkapkan pada garis politik seperti pada saat ini tertuang 
pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) maupun Program 
Legislasi Daerah (Prolegda), dan juga kebijakan Program 
Pembangunan Nasioal (Propenas) sebagai arah kebijakan pemerintah 
yang akan di laksanakan selama pemerintahannya ke depan. Ini berarti 
memberi pengarahan dalam  pembuatan  peraturan perundang-
undangan yang akan dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. 
Selain landasan tersebut diatas masih ada beberapa landasan yang 
dapat digunakan diantaranya, landasan ekonomis, ekologis, cultural, 
religi, administratif dan teknis perencanaan yang tidak boleh diabaikan 
dalam  upaya membuat peraturan perundang-undngan yang baik di 
semua tingkatan pemerintah. 
3. Materi Muatan Peraturan Daerah 
Selanjutnya Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengenai materi 
muatan Peraturan Daerah telah diatur dengan jelas dalam Pasal 14 
yang berbunyi sebagai berikut: 
“Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan 
otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi 
22 
 
 
 
Khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan 
Perundang-undangan yang lebih tinggi”8. 
Di era otonomi daerah atau desentralisasi, DPRD dan Pemerintah 
Daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah. Dalam praktek, tidak jarang terjadi kewenangan 
tersebut dilaksanakan tidak selaras bahkan bertentangan dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (vertikal) atau 
dengan Peraturan Perundang-undangan yang sama (horizontal). Oleh 
karena itu, DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk Peraturan 
Daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas materi 
muatan Peraturan Perundang-undangan. Pedoman tentang materi 
muatan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan tingkat 
daerah lainnya (Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota), juga 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dan dalam Peraturan Pelaksanaannya. Mengenai 
materi Peraturan Daerah perlu memperhatikan asas materi muatan 
yang meliputi: 
a. Pengayoman : 
“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus 
berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan 
ketentraman masyarakat.” 
b. Kemanusiaan : 
                                                 
8
 Republik Indonesia, UU Nomor 12 Tahun 2011  tentang  Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan,  Pasal 14 
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“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus 
mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi 
manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan 
penduduk Indonesia secara proporsional.” 
c. Kebangsaan : 
“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus 
mencerminkan sifaT dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik 
(kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.” 
d. Kekeluargaan : 
“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus 
mencerminkan musyawarah untuk men capai mufakat dalam setiap 
pengambilan keputusan.” 
e. Kenusantaraan : 
“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan senant!asa 
memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi 
muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah 
merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan 
Pancasila.” 
f. Bhinneka Tunggal Ika : 
“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus 
memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, 
kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut 
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masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara.” 
g. Keadilan : 
“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus men 
cerminkan keadilan secara proporsional bagi set!ap warga Negara 
tanpa kecuali.” 
h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan : 
“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan tidak boleh 
berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, 
antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.” 
i. Ketertiban dan kepastian hukum: 
“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus 
menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya 
kepastian hukum. 
j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan:                                         
“bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan diterapkan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan 
keselarasan,  antara kepentingan individu dan masyarakat den gan 
kepentingan bangsa dan Negara.”9  
Selanjutnya materi Peraturan  Daerah dilarang bertentangan dengan 
kepentingan umum dan atau/ Peraturan Perundang-undangan yang 
                                                 
9
 Republik Indonesia, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 136 
dan pasal  138 ayat (1)  
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lebih tinggi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 136 
ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, yang menyatakan bahwa “Perda sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau 
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi serta peraturan 
daerah lainnya”10 
4. Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah dan Sanksi Pidana Dalam 
Pembentukan Undang- undang Serta Tujuan Hukum Pidana 
Pasal 103 KUHP menyebutkan bahwa “ketentuan-ketentuan dalam Bab I 
sampai dengan Bab VIII KUHP juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang 
oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali 
jika oleh undang-undang ditentukan lain”11  
Ketentuan Pasal 103 tersebut menjadi pedoman pembentuk Undang-
undang dalam menentukan garis kebijakan pemidanaan dalam undang-
undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berikut dengan 
peraturan pelaksanaannya (termasuk Peraturan Daerah). Garis kebijakan yang 
berkenaan dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana substantif dalam 
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya 
mengacu pada ketentuan umum KUHP.  
Kebijakan sanksi pidana yang demikian ini tidak dapat dilepaskan dari 
anggapan yang memandang bahwa KUHP sebagai induk dari keseluruhan 
peraturan pidana, sehingga praktik legislatif tampaknya menggunakan pola 
                                                 
10
 Republik Indonesia, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 136 
ayat (4) 
11
 Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 103 
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pemidanaan  menurut  KUHP  sebagai  acuan  atau  pedoman  dalam  
membuat peraturan perundang-undangan pidana lainnya. Beberapa ketentuan 
hukum pidana substantif dalam KUHP yang dijadikan acuan atau pedoman 
antara lain berkenaan dengan kualifikasi tindak pidana, perumusan sanksi 
pidana, jenis sanksi pidana, jumlah atau lamanya ancaman pidana.  
Namun dalam kenyataannya, ada beberapa ketentuan hukum pidana 
substantif dalam KUHP yang diterapkan dalam pemidanaan di Peraturan 
Daerah mengalami kendala dalam penerapannya. Atas dasar hal tersebut 
perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana substantif yang ada dalam 
KUHP. Ketentuan hukum pidana substantif dalam KUHP yang selama ini 
digunakan sebagai dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah harus 
dilakukan perubahan   mendasar.   Seberapa   jauh   perubahan   mendasar   
hukum   pidana substantif tersebut mampu menunjang kebijakan sanksi 
pidana dalam Peraturan Daerah.  
Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan  Perundang-undangan  juga  mengatur  tentang  pengaturan  
pidana pada peraturan daerah, yaitu: 
Pasal 15: 
(1). Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam; 
a. Undang-undang; 
b. Peraturan Daerah Provinsi; atau 
c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
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(2). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan 
atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah).(3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota dapat memuat   ancaman   pidana   kurungan   atau   
pidana   denda   selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai 
dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya
12
 
C. Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Pembinaan Anak Jalanan Gelandangan Pengemis Dan 
Pengamen. 
1. Pengertian Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan 
Pengamen. 
Menurut Departemen Sosial RI Anak jalanan adalah anak yang 
menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup 
sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan 
dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, 
berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau 
berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak 
terurus, mobilitasnya tinggi.  
Selain itu, Direktorat Kesejahteran Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, 
Departemen Sosial memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang 
sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran 
                                                 
12
 Republik Indonesia, Undang-undang No 12 tahun 2011 Tentang peraturan perundang-
undangan,  pasal 15. 
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di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 
tahun sampain 18 tahun. Adapun waktu yang dihabiskan di jalan lebih dari 4 
jam dalam satu hari. Pada dasarnya anak jalanan menghabiskan waktunya di 
jalan demi mencari nafkah, baik dengan kerelaan hati maupun dengan 
paksaan orang tuanya.  
Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah 
anak-anak yang sebagian waktunya mereka gunakan di jalan atau tempat-
tempat umum lainnya baik untuk mencari nafkah maupun berkeliaran. Dalam 
mencari nafkah, ada beberapa anak yang rela melakukan kegiatan mencari 
nafkah di jalanan dengan kesadaran sendiri, namun banyak pula anak-anak 
yang dipaksa untuk bekerja di jalan (mengemis, mengamen, menjadi 
penyemir sepatu, dan lain-lain) oleh orang-orang di sekitar mereka, entah itu 
orang tua atau pihak keluarga lain, dengan alasan ekonomi keluarga yang 
rendah. Ciri-ciri anak jalanan adalah anak yang berusia 6 – 18 tahun, berada 
di jalanan lebih dari 4 jam dalam satu hari, melakukan kegiatan atau 
berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak 
terurus, dan mobilitasnya tinggi
13
  
Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1980 tentang 
Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis yang dimaksud dengan 
gelandangan dan pengemis tersebut adalah sebagai berikut: 
                                                 
13
 Universitas Negeri Yogyakarta “Tinjauan anak jalanan dan Rumah Singgah” 
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved
=0ahUKEwiWzP6r2sHOAhWFQpQKHUmKCwsQFggvMAM&url=http%3A%2F%2Fe-
journal.uajy.ac.id%2F6809%2F3%2FTA212958.pdf&usg=AFQjCNFmBnhcHWno4EYUlEdqslrk
FEc5Ow  (19 juli 2016) 
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“Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai 
dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta 
tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah 
tertentu dan hidup mengembara di tempat umum” 
“Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan 
meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk 
mengharapkan belas kasihan dari orang lain”14 
 Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian 
gelandangan adalah  “orang yang tidak punya tempat tinggal tetap, tidak 
tentu pekerjaannya, berkeliaran, mondar-mandir kesana-sini tidak tentu 
tujuannya, bertualang”15 Berikutnya, pengertian pengemis adalah “orang 
yang meminta-minta”16 
pengamen merupakan komunitas yang relatif baru dalam kehidupan 
pinggiran perkotaan, setelah kaum gelandangan, pemulung, pekerja seks 
kelas rendah, selain itu juga dianggap sebagai “penyakit sosial” yang 
mengancam kemampuan hidup masyarakat, artinya pengamen dianggap 
sebagai anak nakal, tidak tahu sopan santun, brutal ataupun mengganggu 
ketertiban masyarakat.  
definisi Pengamen itu sendiri berasal dari kata amen atau mengamen 
(menyanyi, main musik, dsb) untuk mencari uang, sedangkan amen 
                                                 
14
 Universitas Udayana “Tinjauan Umum tentang Penaggulangan Pengemis dan 
Gelandangan  https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1290561035-3-BAB II.pdf  (19 juli 2016)  
15
 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Edisi 
ke-3,Jakarta ; Balai Pustaka, 2012) h. 281.  
16
 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Edisi 
ke-3,Jakarta ; Balai Pustaka, 2012), h. 532  
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atau pengamen berupa penari, penyanyi, atau pemain musik yang 
bertempat tinggal tetap, berpindah-pindah dan mengadakan 
pertunjukan di tempat umum
17
.  
2. Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 
Kota Makassar Terhadap Pemberi Uang Kepada Pengemis di 
Kota Makassar. 
Pada perda nomor 2 tahun 2008 dalam Bab V tentang larangan pasal 49 
ayat  (1) : “Setiap orang atau sekelompok orang tidak dibenarkan 
memberikan uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, 
pengemis dan pengamen serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga 
sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu yang 
berada di tempat umum”18 
Yang kemudian di tegaskan dalam Bab VI Tentang Sanksi pasal 54 ayat (1) dan 
(2) yakni : 
(1) “Pelanggaran terhadap ketentuan pada pasal 49 ayat (1) peratuan 
daerah ini diancam dengan sanksi administrasi dan/atau hukuman 
kurungan  
(2) “Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah : 
 (a) Sanksi  administrasi  berupa denda paling banyak Rp 1.500.000,- (satu 
juta lima ratus ribu rupiah)  
                                                 
17
 Universitas Muhammadiyah Surakarta “Analisis Terhadap Pengamen Jalanan di 
Surakarta”  http://eprints.ums.ac.id/34000/7/BAB II.pdf (19 juli 2016)   
18
 Republik Indonesia  Peraturan Daerah nomor 2 tahun  2008  Kota Makassar Tentang 
Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen, Bab V pasal 49 ayat (1) 
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(b)Sanksi pidana berupa hukuman paling lama 3 (tiga) bulan.
19
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 Republik Indonesia  Peraturan  Daerah nomor 2 tahun  2008  Kota Makassar Tentang 
Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen, Pasal 54 ayat (1) dan (2) 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Metode Pendekatan 
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan  metode  
pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  metode pendekatan  yang  menggunakan  konsep  legal  positif.  
Berdasarkan  konsep ini,  hukum  dipandang  identik  dengan  norma-norma  tertulis,  yang  dibuat 
dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan meninjau hukum  sebagai suatu 
sistem normatif  yang otonom, mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.
1
 
 Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif,  yakni  
penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan kaidah-kaidah  atau  norma  dalam  hukum  
positif.
2
 
 Dalam  tipe  penelitian ini,  peneliti  akan  menggunakan  beberapa  pendekatan  masalah  
meliputi pendekatan  perundang-undangan  (Statute  Approach)  dan  pendekatan analitis (Analytical 
Approach). 
1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 
Pendekatan  perundang-undangan  dapat  dijabarkan  sebagai berikut : 
 Suatu  pendekatan  normatif  tentu  harus  menggunakan pendekatan perundang-undangan,  
karena  yang  akan  diteliti adalah  berbagai  aturan  hukum  yang  menjadi  fokus  sekaligus tema  
sentral  suatu  penelitian.  Peneliti  melihat hukum sebagai sistem  tertutup  yang  memiliki sifat-sifat 
comprehensive,allinclusive, systematic. 
Pendekatan  undang-undang  (statute  approach)  dilakukan dengan  menelaah  semua  
undang-undang  dan  regulasi  yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi 
penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan  membuka  kesempatan  bagi  
peneliti  untuk  mempelajari adalah  konsistensi  dan  kesesuaian  antara  suatu  undang-undang 
dengan undang-undang  lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang  dasar  atau  antara  
                                                 
1
Soemitro dan Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri,(Jakarta :Alumni, 1988),  h.13-
14. 
2
Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang :Banyumedia, 2005), 
h.295 
33 
 
regulasi  dan  undang-undang. Hasil  dari  telaah  tersebut  merupakan  suatu  argumen  untuk 
memecahkan isu yang dihadapi.
3
 
2. Pendekatan Analitis (Analytical Approach) 
 Pendekatan analitis dapat dijabarkan sebagai berikut : 
 Maksud  utama  analisis  terhadap  bahan  hukum  adalah mengetahui  makna  yang  
dikandung  oleh  istilah-istilah  yang digunakan  dalam  aturan  perundang undangan secara 
konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. 
Peneliti  menggunakan  kedua  model  pendekatan  tersebut karena  kedua  model  pendekatan  
tersebut  dapat  digunakan sebagai  pisau  analisis  yang  dapat  digunakan  peneliti  untuk mengetahui  
dan  menganalisis  mengenai  Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Uang Kepada Pengemis di 
Kota Makassar (Perda Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan, 
Pengemis dan Pengamen)  
B.  Spesifikasi Penelitian 
 Spesifikasi  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan spesifikasi  penelitian  
deskriptif,  yaitu  suatu  penelitian  yang menggambarkan  keadaan  atau  gejala  dari  obyek  yang  
diteliti  dengan keyakinan-keyakinan  tertentu  yang  didasarkan  atas  peraturan  perundang-undangan  
yang  ada,  dan  kemudian  mengambil  kesimpulan  dari  bahan-bahan  tentang  obyek  masalah  yang  
akan  diteliti  dengan  keyakinan-keyakinan tertentu. 
C.  Lokasi Penelitian 
Lokasi  penelitian  ini  bertempat  di  Kantor Dinas Sosial dan Penelitan lapangan di 2 
kecamatan berbeda di kota Makassar 
D.  Jenis Bahan Hukum 
Pada  penelitian  normatif,  bahan  pustaka  merupakan  data  dasar dimana dalam penelitian  
ini  penulis  mengumpulkan  bahan primer, bahans ekunder,  dan  bahan  hukum  tersier  yang  
merupakan  data  sekunder.
4
 
                                                 
3
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), h.23. 
4
Soerdjono, Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, ( Jakarta : PT. Rajagrafindo,2007), h. 37. 
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 Selain  itu  juga  ada  wawancara  dengan  lembaga terkait dalam hal ini Dinas Sosial, untuk 
mendapatkan  informasi yang akan diteliti. Dalam hal ini data sekunder dibagi menjadi tiga bagian, 
yakni: 
a.  Bahan  hukum  primer,  yakni  bahan  hukum  yang  terdiri  atas peraturan  perundang-
undangan  yang  diurut  berdasarkan  hierarki Undang-Undang Dasar 1945,  Undang-Undang Nomor  
32  Tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undangNomor  22  Tahun  1999  tentang  
Pemerintahan  Daerah,  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Perda nomor 2 tahun 
2008 Kota Makassar  
b.  Bahan  hukum  sekunder, yakni bahan hukum yang terdiri atas buku-buku  teks  (textbook)  
yang  ditulis  para  ahli  hukum  yang berpengaruh,  jurnal-jurnal  hukum,  kasus-kasus  hukum, 
yurisprudensi,  dan  hasil-hasil  simposium  mutakhir  yang  berkaitan dengan topik penelitian. 
c.  Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  hukum  yang  memberikan petunjuk atau penjelasan 
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum  sekunder  seperti  kamus  hukum,  ensiklopedia,  
dan  lain-lain.
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E.  Metode Pengumpulan Bahan Hukum 
Dalam  penelitian  ini  data  sekunder  yang  akan  digunakan dikumpulkan dengan 
menggunakan metode kepustakaan dan dokumenter. 
1.  Metode  Kepustakaan  adalah  suatu  cara  pengumpulan  data dengan  melakukan  
penelusuran  terhadap  bahan  pustaka (literatur,  perundang-undangan,  hasil  penelitian,  
majalahilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah, dsb.) 
2.  Metode  Dokumenter  adalah  suatu  cara  pengumpulan  bahan dengan  menelaah  
terhadap  dokumen-dokumen  pemerintah maupun  non-pemerintah  (putusan  pengadilan,  
perjanjian,surat  keputusan,  memo,  konsep  pidato,  buku  harian,  foto,risalah  rapat,  laporan-
laporan,  media massa,  internet,pengumuman, intruksi, aturan suatu instansi, publikasi, arsip-arsip 
ilmiah, dsb.)
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Metode pengumpulan  bahan  ini tersebut dapat dilakukan terhadap bahanhukum primer, 
sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan obyek yang diteliti, kemudian dihubungkan bahan 
hokum satu dengan yang lainnya sesuai dengan pokok permasalahan sehingga menjadi satu kesatuan 
yang utuh.  
F.  Metode Pengolahan Bahan Hukum 
Bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier  yang  telah  diperoleh kemudian  diinventarisir  
dan  diklasifikasikan  menurut  relevansinya terhadap  permasalahan  yang  akan  diteliti,  kemudian  
dikaji,  dibahas,dipaparkan dan disusun secara sistematis yang pada akhirnya dianalisis. 
G.  Metode Penyajian Bahan Hukum 
Deskriptif  analitis  diuraikan  atau  disajikan  secara  sistematis.Untuk  bahan  hukum  
sekunder  akan  disajikan  sesuai  dengan  kebutuhan analisis  namun  tidak  menghilangkan  maksud  
yang  terkandung  dalam bahan  hukum  tersebut.    Penyajian  bahan  ini  dapat  ditempatkan  pada 
seluruh  bab  maupun  sub  bab  pada  karya  tulis  ini  sesuai  dengan relevansinya pada hal yang 
sedang dibicarakan. 
H.  Metode Analisis Bahan Hukum 
Bahan  hukum  yang  telah  diperoleh  dan  diinventarisir  melalui analisis  kualitatif,  yaitu  
analisis  yang  dilakukan  dengan  memahami  dan  merangkai  bahan  hukum  yang  telah  
dikumpulkan  dan  disusun  secara sistematis  yang  akhirnya  akan  ditarik  kesimpulan  pada  karya  
tulis  ini.  
Analisis bahan hukum yang digunakan dalam karya tulis ini menggunakan metode  sistematis  
atau  dogmatis  dimana  adanya  peraturan  hukum  yang saling  berkaitan  antara  satu  dengan  yang  
lainnya  yang  berhubungan  erat dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.  
Interpretasi  sistematis  adalah  interpretasi  dengan  melihat  kepada hubungan  diantara  
aturan  dalam  suatu  undang-undang  yang  saling bergantung.  Disamping  itu,  juga  harus  dilihat  
bahwa  hubungan  itu  tidak bersifat  teknis  melainkan  juga  harus  dilihat  asas  yang  melandasinya.  
Landasan  pemikiran  interpretasi  sistematis  adalah  undang-undang merupakan  satu  
kesatuan  dan  tidak  satupun  ketentuan  di  dalam  undang-undang merupakan aturan yang berdiri 
sendiri. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian. 
Sejarah Singkat Dinas Sosial Kota Makassar 
Dinas Sosial Kota Makassar yang sebelumnya adalah Kantor 
Departemen Sosial Kota Makassar didirikan berdasarkan Keputusan 
Presiden No. 44 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen 
beserta lampiran-lampirannya sebagaimana beberapa kali dirubah, terakhir 
dengan Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1983. 
Khusus di Indonesia Timur didirikan Departemen Sosial Daerah Sulawesi 
Selatan yang kemudian berubah menjadi Jawatan Sosial lalu dirubah lagi 
menjadi kantor Departemen Sosial berdasarkan keputusan Menteri Sosial 
RI No. 16 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
Departemen Sosial di Propinsi maupun di kabupaten/Kotamadya. Dan 
akhirnya menjadi Dinas Sosial Kota Makassar pada tanggal 10 April 2000 
yang ditandai dengan pengangkatan dan pelantikan Kepala Dinas Sosial 
Kota Makassar berdasarkan Keputusan Walikota Makassar, Nomor: 
821.22:24.2000 tanggal 8 Maret 2000. 
Dinas Sosial Kota Makassar terletak di Jalan Arif Rahman Hakim 
No. 50 Makassar, Kelurahan Ujung pandang Baru, kecamatan Tallo Kota 
Makassar, berada pada tanah seluas 499m2, dengan bangunan fisik gedung 
berlantai 2 dan berbatasan dengan : 
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Sebelah Utara berbatasan denagn Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar 
Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Rakyat  
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ujung Pandang Baru 
Sebelah Timur berbatasan de ngan Perumahan Rakyat 
- Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Makassar 
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Maka Visi Dinas Sosial 
Kota Makassar adalah sebagai berikut : 
Terwujudnya Pengendalian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) dan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 
- Misi Dinas Sosial Sebagai berikut : 
Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Upaya 
Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan 
Sosial 
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Mengembangkan Sistem Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteeraan 
Sosial (PMKS) yang Transparatif dan Akuntabel 
Meningkatkan Kapasitas para Stakeholder dalam Penanganan Masalah 
Kesejateraan Sosial. 
Adapun tujuannya sebagai berikut : 
Meningkatkan Kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang bermartabat 
sehingga tercipta kemandirian lokal penyandang masalah kesejahteraan 
sosial (PMKS). 
Meningkatkan pendayagunaan sumber daya dan potensi aparatur 
(Struktural dan Fungsional) dengan dukungan sarana dan prasarana yang 
memadai untuk mampu memberikan pelayanan di bidang kesejahteraan 
sosial yang cepat, berkualitas dan memuaskan  
Meningkatkan koordinasi dan partisipasi sosial masyarakat/ stakehoders 
khususnya Lembaga Sosial Masyarakat dan Orsos Serta pemerhati di 
bidang kesejahteraan sosial masyarakat. 
Struktur Organisasi  
Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2009 tentang uraian 
Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Sosial  Kota Makassar, maka jabatan 
struktural pada Dinas Sosial Kota Makassar sebagai berikut : 
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Tugas Pokok Kepala Dinas 
Dinas Sosial Kota Makassar mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan 
sebagian tugas pokok sesuai kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku, merumuskan kebijaksanaan, mengoordinasikan, 
dan mengendalikan tugas-tugas dinas. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada point 1, Kepala Dinas 
menyelenggarakan fungsi : 
Perumusan kebijakan teknis dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang 
meliputi partisipan sosial masyarakat, perlindungan sosial, jaminan sosial, 
rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, serta pembinaan organisasi 
sosial. 
Perencanaan program di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang meliputi 
partisipan sosial masyarakat, perlindungan sosial, jaminan sosial, 
rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, serta pembinaan organisasi 
sosial. 
Pembinaan pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang usaha 
kesejahteraan sosial, yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, 
rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, serta pembinaan organisasi 
sosial. 
Pengendalian dan pengamanan teknis oprerasional di bidang usaha 
kesejahteraan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan 
sosial serta bimbingan organisasi sosial 
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Melakukan pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) 
Sekretaris 
Sekretaris mempunyai tugas pemberian, pelayanan administrasi bagi 
seluruh satuan kerja di lingkup Dinas Sosial Kota Makassar. 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana 
kerja, melaksanakan tugas teknis  ketatausahaan, mengelola administrasi 
kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumah tanggaan dinas. 
Sub Bagian Keuangan 
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menuyusun rencana kerja, 
melaksanakan tugas teknis keuangan. 
Sub Bagian Perlengkapan 
Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, 
melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta 
mengevaluasi semua pengadaan barang. 
Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial 
Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan 
pembinaan, kegiatan dibidang penyuluhan dan bimbingan sosial, 
pembinaan keluarga penyandang masalah kesejahteraaan sosial (PMKS) 
dan potensi sumber kesehajteraan sosial (PSKS), pembinaan karang taruna 
dan pelaksanaan penelitian/ pendataan PMKS dan PSKS. 
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Bidang Rehabilitasi Sosial 
Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi 
sosial penyandang cacat, rehabilitasi tuna sosial, dan pembinaan anak 
jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen, korban tindak kekerasan 
pekerja migran.  
Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 
Bidang pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian bantuan, 
pemberian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial termasuk 
pengendalian daearh rawan bencana dan daerah kumuh, bantuan kepada 
masyarakat fakir miskin serta bantuan kepada korban bencana alam dan 
sosial serta pelayanan kepada orang terlantar. 
Bidang Bimbingan Organisasi Sosial 
Bidang Bimbingan Organisasi Sosial mempunyai tugas melaksakana 
bimbingan dan pelayanan terhadap organisasi sosial/LSM dan anak 
terlantar, pengendalian dan penertiban usaha pengumpulan sumbangan 
sosial dan undian berhadiah serta melaksanakan pembinaan dan 
pemahaman pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan 
serta kesetiakawanan. 
Bidang Kewenangan Dinas Sosial 
Perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial wilayah kabupaten /kota 
dan pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial 
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Penyuluhan dan bimbingan sosial 
Pembinaan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan 
Pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar (dalam dan luar panti) 
Pelayanan kesejahteraan sosial anak balita melalui penitipan anak dan 
adopsi lingkup kabupaten / kota 
Pelayanan anak terlantar, anak cacat dan anak nakal (dalam dan luar panti) 
Pelayanan dan rehabilitasi sosial penderita cacat 
Pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial (tuna susila, gelandangan, 
pengemis, dan eks narapidana) 
Pemberdayaan keluarga fakir miskin meliputi fakir miskin, komunitas adat 
terpencil dan wanita rawan sosial ekonomi 
Pemberdayaan karang taruna / organisasi kepemudaan 
Pemberdayaan organisasi sosial / LSM lingkup kabupaten / kota 
Pemberdayaan tenaga kerja sosial masyarakat 
Pemberdayaan dunia usaha(partisipasi dalam usaha kesejahteraan sosial) 
 Pemberdayaan pengumpulan sumbangan sosial lingkup kabupaten /kota 
Penanggulangan korban bencana alam lingkup kabupaten / kota 
Penanggulangan korban tindak kekerasan (anak, wanita dan lanjut usia) 
Penanggulangan korban napza 
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Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga 
Pelayanan kesejahteraan angkatan kerja 
Penelitian dan uji coba pengambangan usaha kesejahteraan sosial lingkup 
kabupaten/kota. Penyelenggaraan sistem informasi kesejahteraan sosial 
lingkup kabupaten/kota.  
Penyelenggaraan pelatihan tenaga bidang usaha kesejahteraan sosial 
lingkup kabupaten/kota 
Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial 
lingkup kabupaten / kota 
Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pelayanan 
kesejahteraan sosial. 
Adapun sasaran dari bidang Kewenangan tersebut adalah Penyandang 
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), meliputi : 
Anak Balita Terlantar 
Permasalahan pokok yang berkaitan dengan anak balita terlantar antara 
lain kondisi gizi yang buruk, keterbatasan jangkauan pelayanan sosial bagi 
anak balita, disamping itu semakin terbatasnya waktu kedua orang tua 
untuk memberikan perhatian penuh bagi keberlangsungan tumbuh 
kembangnya anak dalam lingkungan keluarganya. 
Anak terlantar 
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Pelayanan sosial yang diberikan kepada anak terlantar yaitu pemberdayaan 
anak terlantar melalui pemberian bantuan usaha ekonomis produktif dan 
kelompok usaha bersama serta pemberian latihan keterampilan melalui 
panti sosial bina remaja. 
Anak Nakal 
Pelayanan sosial yang diberikan terhadap anak nakal yaitu melalui 
pembinaan dalam panti yang dilaksanakan di Panti Marsudi Putra 
Salodong. 
Anank Jalanan 
Pelayanan Sosial yang diberikan kepada anak jalanan berupa pemberian 
beasiswa bagi anak jalanan usia sekolah, pemberian latihan keterampilan 
dan praktek kerja bagi anak jalanan serta pemberdayaan keluarga anak 
jalanan. 
Penjaja seks Komersial (PSK) 
Penanganan terhadap PSK ynag terjaring melalui razia diberikan 
pembinaan melalui panti dan non panti. Pembinaan dalam panti berupa 
pemberian latihan keterampilan yang dilaksanakan di Panti Sosial karya 
wanita mattiro deceng. Sedangkan pembinaan luar panti melalui kegiatan 
pemberdayaan berupa pemberian latihan keterampilan. 
Gelandangan Pengemis 
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Penanganan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial yaitu melakukan 
pengawasan dan penertiban terhadap gepeng serta pemberdayaan gepeng 
beserta keluarganya melalui pemberian bantuan modal usaha. 
Eks korban penyalahgunaan napza 
Sesorang yang pernah menggunakan narkotika, psikotropika dan zat-zat 
adiktif lainnya termasuk minuman keras di luar tujuan pengobatan atau 
tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang. 
Anak, wanita dan lanjut usia korban tindak kekerasan 
Anak berusia 5-18 tahun, wanita yang berusia 18-59 tahun dan lanjut usia 
yang berusia 60 tahun keatas yang terancam secara fisik atau non fisik 
(psikologis) yang mengalami tindak kekerasan, diperlakukan salah satu 
atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial 
terdekatnya.  
Penyandang cacat 
Pelayanan sosial yang diberikan bagi penyandang cacat adalah pemberian 
bantuan dana jaminan sosial bagi penyandang cacat berat melalui 
Departemen Sosial RI. 
 Eks Kusta 
Eks kusta adalah sesorang yang pernah menderita penyakit kusta dan telah 
dinyatakan sembuh secara medis, tetapi mengalami hambatan untuk 
melaksanakan kegiatan sehari-hari karena dikucilkan keluarga atau 
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masyarakat. Penanganan yang diberikan bagi eks kusta adalah 
pembedayaan keluarga eks kusta. 
Eks Narapidana 
Eks narapidana adalah seseorang yang telah selesai masa hukuman atau 
masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami 
hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat 
sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan kehidupannya secara 
normal. 
Lanjut Usia terlantar 
Penanganan terhadap lanjut usia terlantar yang masih produktif yaitu 
pemberdayaan lanjut usia melalui pemberian bantuan usaha ekonomis 
produktif dan kelompok usaha bersama. Selain itu ada juga pemberian 
bantuan pelayanan dan jaminan sosial lanjut usia terlantar yang berasal 
dari Departemen Sosial RI. 
Wanita Rawan Sosial Ekonomi 
Wanita rawan sosial ekonomi adalah seorang wanita dewas berusia 18-59 
tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup 
untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. 
Keluarga Fakir Miskin 
Pelayanan sosial yang diberikan bagi keluarga fakir miskin yaitu 
pengembangan potensi keluarga fakir miskin, pemberian latihan 
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keterampilan berusaha bagi keluarga fakir miskin, pendampingan UEP dan 
KUBE fakir miskin. 
Keluarga berumah tidak layak huni 
Pelayanan sosial yang diberikan adalah rehablitasi rumah tidak layak huni 
berupa pemberian bantuan bahan bangunan rumah seperti seng, balok 
kayu, tripleks dan papan. 
Perintis Kemerdekaan 
Perintis kemerdekaan adalah orang-orang yang telah berjuang 
mengantarkan Bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan 
yang diakui dan disahkan melalui kepmensos RI No.15/HUK/1996 
sebagai perintis kemerdekaan. Di Kota Makassar Perintis Kemerdekaan 
ada 6 Orang. 
Keluarga Pahlawan Nasional 
Keluarga pahwalawan nasional adalah suami atau isteri dan anak dari 
seorang pahlawan nasional yang ada di Kota Maassar berjumlah 3 orang. 
Keluarga Veteran 
Keluarga Veteran adalah suami atau isteri dan anak dari seorang yang 
telah menjadi anggota veteran berdasarkan surat keputusan dari Menteri 
pertahanan dan keamanan RI. Jumlah keluarga veteran yang ada di kota 
Makassar yaitu 115 orang 
Korban bencana alam 
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Bantuan yang diberikan bagi korban bencana alam berupa dapur umum, 
apabila korban lebih dari 10 KK atau 75 jiwa dengan waktu 3 (tiga) hari 
atau bisa ditambah 2 (dua) hari menjadi 5 (lima) hari apabila keadaan 
betul-betul darurat, selain itu ada bantuan permakanan dan tenda. 
Keluarga bermasalah sosial psikologis 
Keluarga bermasalah sosial psikologis yang tercatat pada Dinas Sosial 
yaitu 19 KK. 
Masyarakat yang tinggal di Daerah Rawan Bencana 
Wilayah yang paling rawan bencana di Kota Makassar yaitu kecamatan 
ujung tanah, karena selain berpendudukan padat juga berlokasi di pesisir 
pantai. 
Korban Tindak Kekerasan 
Keluarga maupun kelompok yang mengalami tindak kekerasan baik dalam 
bentuk penelantaran, perlakuan salah, pemaksaan, diskriminasi, dan 
bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berbeda dalam situasi yang 
membahayakan dirinya sehingga mengakibatkan penderitaan atau fungsi 
sosialnya terganggu. 
Pekerja Migran 
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Seseorang yang bekerja diluar tempat asalnya menetap sementara ditempat 
tersebut dan mengalami permasalahan sosial sehingga menjadi terlantar. 
Pelayanan sosial yang diberikan yaitu pemberdayaan bagi pekerja migran
1
 
B. Efektifitas Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Uang 
Kepada Pengemis Dijalan kota makassar 
Efek dari suatu sanksi merupakan masalah empiris, oleh karena manusia 
mempunyai persepsi yang tidak sama mengenai sanksi-sanksi tersebut. 
Selain itu,tiap orang juga memiliki taraf toleransi yang berbeda-beda 
terhadap penderitaan sebagai akibat pelanggaran ataupun imbalan sebagai 
suatu intensif. Kedudukan sosial ekonomi juga mempunyai pengaruh, 
misalnya denda sebesar sekian puluh ribu rupiah tidak ada artinya bagi 
seseorang yang mempunyai kedudukan sosial ekonomi yang kuat.Tetapi 
denda yang sama dapat merupakan penderitaan yang berat bagi kalangan 
sosial ekonomi lemah. Dalam kenyataannya tidaklah terlalu mudah untuk 
menetapkan bahwa hukum tertentu pasti akan efektif apabila disertai 
dengan sanksi-sanksi. Ancaman pidana mati terhadap kejahatan tertentu 
belum tentu akan mengurangi terjadinya kejahatan tersebut, walaupun 
mungkin pada beberapa masyarakat memang terjadi penurunan angka 
kejahatan dengan adanya ancaman pidana mati itu  
Faktor pertama yang perlu dipehatikan untuk menentukan apakah sanksi 
yang diancamkan berperan dalam mengefektifkan hukum adalah 
karakteristik sanksi itu sendiri. Apakah jenis sanksi itu? apakah berkaitan 
                                                             
1
  Fuad Pratama, Staf Bidang Rehabilitasi Sosial di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar , 
Wawancara, Makassar, 28 Agustus 2016 
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dengan kebebasan orang atau hanya berkaitan dengan harta benda 
(misalnya sanksi denda)? kemudian bagaimana pula dengan berat 
ringannya sanksi itu? masalah selanjutnya adalah bagaimana cara 
pelaksanaan sanksi itu? Hal yang berkaitan erat dengan sanksi adalah 
persepsi seseorang dalam menanggung risiko, walaupun sifatnya 
spekulatif, maka akan dapat diduga bahwa sanksi yang diterapkan akan 
sangat terbatas akibat-akibatnya dalam menahan laju pelanggaran. 
Masalah ini juga berkaitan erat dengan jangka waktu pelaksanaan sanksi 
yang telah dijatuhkan. Kelambanan dalam penerapan suatu sanksi 
merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sanksi tersebut menjadi 
tidak efektif.Hal ini berarti warga masyrakat tidak percaya lagi pada 
hukum yang bersangkutan,sehingga wibawa hukum maupun penegaknya 
juga akan mengalami kemerosotan. Ancaman sanski apapun bentuknya 
atau berapapun tinggi rendahnya, apabila hanya tercantum diatas kertas, 
maka tidak akan banyak berarti. Efek dari suatu sanksi yang hanya bersifat 
formal untuk mengendalikan pelanggaran hampir-hampir tidak ada. Efek 
tersebut justru akan dirasakan apabila ancaman sanksi tersebut benar-benar 
diterapkan.  
Tanpa mengesampingkan unsur-unsur lainnya, yang penting dalam 
penerapan sanksi adalah kepastiaanya. Konsekuensi yang terkait dengan 
itu adalah adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan ketentuan-
ketentuannya. seorang Pelanggar perda Nomor 2 tahun 2008 Kota 
Makassar dalam hal ini pemberi uang kepada pengemis dijalan, kecil 
sekali kemungkinannya akan mencoba memberikan uang kepada 
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pengemis apabila daerah atau wilayahnya terus diawasi oleh pihak yang 
berwajib, dan para pelanggar perda tersebut akan berkurang apabila ia 
mengetahui bahwa kemungkinan tertangkap pihak berwenang besar dan 
sanksi terhadap pelanggaran itu benar-benar diterapkan. 
Sebenarnya, suatu ancaman sanksi benar-benar efektif untuk mencegah 
terjadinya pelanggaran tergantung pula pada persepsi individu-individu 
terhadap risiko yang akan ditanggungnya apabila ia melanggar suatu 
peraturan. Tetapi yang mempengaruhi dorongan untuk melakukan 
pelanggaran atau tidak bukan terletak pada risiko itu sendiri, melainkan 
pada anggapan-anggapan yang berasal dari diri sendiri mengenai risiko 
tersebut. Pelaksanaan hukum yang tidak diawasi akan menimbulkan 
kecenderungan pada orang-orang tertentu untuk melakukan pelanggaran, 
walaupun risiko tertangkap tetap ada. Mereka itu adalah orang-orang 
berani menyerempet bahaya yang suka berspekulasi. Dilain pihak, ada 
orang-orang yang tidak berani mengambil risiko. 
apabila ketentuannya dilaksanakan dengan tegas dan pasti. Dengan 
demikian,yang menjadi pokok masalah adalah kesungguhan atau realitas 
dari penerapan sanksi. Suatu sanksi yang tidak sungguh-sungguh 
dijatuhkan atau bersifat tidak pasti efektifitasnya akan berkurang di 
masyarakat. Dalam hukum pidana, apabila efektifitas sanksi harus 
diorientasikan pada tujuan pidana seperti yang dirumuskan dalam konsep 
Rancangan KUHP . maka suatu sanksi pidana dikatakan efektif apabila : 
1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan 
norma hukum demi pengayoman masyarakat; 
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2. Memasyarakatkan terpidana dalam mengadakan pembinaan 
sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna; 
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam 
masyarakat; 
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. (Chairul 
Huda,2007:2)
2
 
Jenis-jenis sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana 
diatur di dalam Pasal 10 KUHP yaitu pidana pokok yang terdiri dari 
pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana 
tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan 
barang-barang tertentu dan pengumuman putusan Hakim. Kemudian 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, pidana pokok 
tersebut ditambah dengan pidana tutupan. Pidana denda dan pidana 
kurungan lebih terlihat di dalam Peraturan-peraturan Daerah. Karena 
memang sifat dari Peraturan Daerah untuk memberikan perlindungan 
terhadap terjadinya pelanggaran yang dikualifikasikan sebagai tindak 
pidana yang ringan sifatnya. Salah satu Peraturan Daerah yang mengatur 
mengenai pidana yang diancamkan berupa pidana kurungan dan pidana 
denda adalah Peraturan Daerah Kota Makassar No 2 tahun 2008 tentang 
Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota 
                                                             
2 Chairul Huda, 2007, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta : Kencana Predana Media Group, 2007), 
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Makassar. Yang tertuang dalam pasal 49 ayat (1) dan pasal 54 ayat (1) dan 
(2). 
Penerapan sanksi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 tahun 2008 
Kota Makassar tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis 
dan pengamen di kota Makassar dalam hal ini yang menyangkut sanksi 
pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis di kota Makassar berupa 
pidana kurungan dan pidana denda, pada daerah hukumnya ini 
dilaksanakan oleh aparat hukum yang berwenang dari hasil wawancara 
bersama kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Pihak/instansi yang paling 
berwenang dalam menegakkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 Kota 
Makassar yakni Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Sosial kota 
Makassar dan Satpol PP bekerjasama dengan pihak Kepolisian Kota 
Makassar (Polrestabes Makassar) yang paling spesifik menyentuh ranah 
sanksi pidana yakni pihak Satpol PP Kota Makassar bidang penegakan 
hukum dan perundang-undangan.
3
  Berdasarkan data dan informasi yang 
di ambil pada kantor Dinas Sosial Kota Makassar, dalam hal ini 
wawancara langsung dengan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar dalam 
menerapkan sanksi pidana peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 tentang 
Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen, yang 
ditujukan kepada pemberi uang dijalan masih melakukan perbaikan dalam 
ranah pembinaan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan 
pengamen dengan mekanisme penjaringan oleh tim Saribattang kepada 
mereka yang masih berkeliaran dijalan kota Makassar. Selanjutnya Kepala 
                                                             
3 Drs. H. Mas’ud.S,MM , Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial  Di Kantor Dinas Sosial Kota 
Makassar, Wawancara, Makassar, 28 Agustus 2016 
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Dinas Sosial Kota Makassar juga menyebutkan bahwa sejak perda ini 
dilahirkan sebagai sebuah regulasi di kota Makassar belum sampai 
menyentuh ranah sanksi pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis 
dijalan dan masih terus berkonsentrasi terhadap upaya pembinaan anak 
jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Untuk masuk kedalam 
ranah sanksi pidana memang secara kodifikasi peraturan daerah sudah 
menyebutkan bahwa ada sanksi pidana yang diberlakukan kepada pemberi 
uang dijalanan untuk pengemis, namun masih memerlukan instrumen yang 
baik untuk menegakkan pasal penegakan sanksi pidana tersebut sehingga 
dalam hal ini pihak pemerintah masih fokus dalam upaya pembinaan anak 
jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di kota Makassar
4
 
Dalam wawancara dengan kepala bidang Rehabilitasi Sosial terkait faktor 
apa saja yang menghambat penegakan sanksi pidana terhadap pemberi 
uang dijalan kepada pengemis ini informan memaparkan dua faktor 
penting penghambat penegakan sanksi pidana kepada pemberi uang yakni 
kurang tegasnya aparat pemerintah dan aparat hukum dalam menegakkan 
sanksi pidana didalam peraturan daerah ini dan tidak maksimalnya aparat 
terkait dalam upaya penanganan sanksi pidana bagi pemberi uang dijalan.
5
 
Berdasarkan data yang telah diperoleh tentang persoalan efektifitas 
penegakan sanksi pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis dijalan 
ternyata belum berjalan dengan baik sebagaimana harapan peraturan 
daerah nomor 2 tahun 2008 yang dengan dugaan kuat dari hasil 
                                                             
4
 Dr. H. Yunus Said, M.Si, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 5 
September 2016  
5
 Drs. H. Mas’ud.S,MM , Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial  Di Kantor Dinas Sosial Kota 
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wawancara dari pihak yang berkapasitas menjelaskan persoalan penegakan 
sanksi pidana ini yakni, kurangnya instrumen pemerintah dalam upaya 
penegakan sanksi pidana pelanggar perda nomor 2 tahun 2008 dan juga 
minimnya perhatian pemerintah terhadap penanganan dan penegakan 
sanksi pidana ini, sehingga dapat dikatakan secara faktual konsep yang 
tertera dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 khususnya sanksi 
pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis dijalan belum mampu 
berjalan secara efektif.  
 
C. Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan, Pengemis dan 
Pengamen di Kota Makassar. 
Menurut PERDA Nomor 2 tahun 2008 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa 
: pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan 
terorganisir untuk mencegah timbulnya anak jalanan,Gelandangan, 
Pengemis dan pengamen di jalanan melalui pemantauan, pendataan, 
penelitian, sosialisasi, pengwasan, dan pengendalian yang dilakukan untuk 
meningkatkan taraf hidup anak jalanan dan pengamen jalanan.  
Pembinaan juga adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan 
terorganisir dengan maksud menekan, meniadakan, mengurangi, dan 
mencegah meluasnya anak jalanan, dan pengamen jalan untuk 
mewujudkan ketertiban di tempat umum. Pembinaan anak jalanan, 
gelandangan, pengemis dan pengamen jalanan dilakukan dengan tujuan 
untuk :  
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a. Memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta 
ketentraman masyarakat  
b. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat 
sebagai warga Negara yang harus dihormati  
c. Menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam 
mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat  
d. Menciptakan perlakuan yang adil dan proposional dalam mewujudkan 
kehidupan bermasyarakat  
e. Meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum 
yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan 
damai  
f. Mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian, antara kepentingan 
individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara  
 
Dalam PERDA Nomor 2 tahun 2008 dalam pasal 6 menyebutkan pula 
bahwa pembinaan pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan/atau 
masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah 
penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak di 
jalan dan pengamen jalan. Selain itu ada pula tindak lanjut dari pembinaan 
pencegahan yakni pembinaan lanjutan, usaha rehabilitas sosial, eksploitasi, 
pemberdayaan, bimbingan lanjut, dan partisipasi masyarakat.  
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Pembinaan pencegahan  
sebagaimana dimaksud ini meliputi adalah sebagai berikut :  
a. Pendataan. Yaitu dilakukan untuk memperoleh data yang benar tentnag 
klasifikasi antara anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen  
b. Pemantauan, pengendalian, dan pengawasan.Yaitu sebagaimana yang 
dimaksud terhadap sumber-sumber atau penyebab munculnya anak jalanan 
ini dilakukan dengan cara : a). melakukan patrol di tempat umum yang 
dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar. b). memberikan informasi 
tentang keberadaan anak jalanan yang melakukan aktifitas di tempat 
umum, secara perseorangan, keluarga maupun secara berkelompok.  
c. Sosialisasi. Yaitu dilakukan oleh instansi terkait, meliputi, a). sosialisasi 
secara langsung, dan b). sosialisasi secara tidak langsung. Sosialisasi 
secara langsung yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan instansi terkait dan 
dapat bekerja sama dengna kelompok, organisasi sosial (Orsos) melalui 
kegiatan interaktif dan ceramah. Sedangkan, sosialisasi secara tidak 
langsung ini dapat melalui media cetak maupun media elektronik  
d. Kampanye, yaitu untuk mengajak dan mempengaruhi seseorang atau 
kelompok untuk ikut melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian 
terhadap anak jalanan. Kampanye juga dilakukan melalui kegiatan yang 
mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat tertentu baik dalam  
bentuk pertunjukan, pertandingan, lomba, orasi, pemasangan rambu-rambu 
tentang larangan memberI uang di jalanan.  
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Pembinaan lanjutan dilakukan terhadap anak jalanan sebagai upaya 
meminimalkan atau membebaskan tempat-tempat umum dari anak jalanan. 
Pengemis, gelandangan, dan pengamen. Pembinaan lanjutan dilakukan 
dengan cara sebagai berikut: 
a. Perlindungan. Dilakukan untuk menghalangi anak jalanan, gelandangan, 
pengemis dan pengamen untuk tidak turun di jalanan dengan cara 
melakukan posko-posko berbasis di jalanan (in the street) dan tempat 
umum pada titik-titik rawan dimana mereka sering melakukan 
aktifitasnya. Pelaksanaan posko ini dilakukan kegiatan kampanye dan 
kegiatan sosialisasi. Pelaksanaan posko juga tidak dilakukan atas dasar 
kegiatan penangkapan akan tetapi lebih kepada tindakan pengungkapkan 
masalah berdasarkan situasi dan kondisi pada saat dilakukan kegiatan 
posko tersebut.  
b. Pengendalian sewaktu-waktu yaitu kegiatan yang dilakukan secara 
koordinatif dengan instansi terkait terhadap anak jalanan, gelandangan, 
pengemis , dan pengamen serta kelompok atau perorangan yang 
mengatasnamakan lembaga sosial dan/atau panti asuhan yang melakukan 
aktivitas di tempat umum. Pengendalian sewaktu-waktu dilakukan dalam 
rangka perlindungan terhadap anaka jalanan serta kelompok atau 
perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dengan 
memperhatikan hak-hak asasi manusia, perlindungan anak dan tujuan 
pembinaan.  
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c. Penampungan sementara yaitu pembinaan yang dilakukan dengan 
sistem panti sosial pemerintah dalam waktu maksimal 10 hari, bekerja 
sama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemilik panti 
sosial yang dimaksud. Penampungan sementara dilakukan dalam rangka 
pembinaan yang meliputi bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, 
bimbingan hukum, dan permainan adaptasi sosial (outbond).  
d. Pendekatan awal yaitu melalui identifiksi dan seleksi terhadap anak 
jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen dilakukan untuk 
menyeleksi berdasarkan indicator yang meliputi identitas diri, latar 
belakang pendidikan, status sosial dan permasalahan lingkungan sosial 
anak yang bersangkutan.  
e. Pengungkapan dan pemahaman masalah (assessment) dilakukan untuk 
memahami dan mendalami masalah yang dihadapi dan untuk pemenuhan 
kebutuhan anak jalanan. Pengungkapan dan pemahaman masalah 
(assessment)dijadikan sebagai file permanen bagi setiap anak jalanan. File 
tersebut akan digunakan untuk pemnataun dan pembinaan selanjutnya  
f. Pendamping sosial dilakukan melalui bimbingan individual terhadap 
anak jalanan serta keluargnya secara rutin dan berkesinambungan  
g. Rujukan yaitu meliputi pelayanan kesehatan gratis, memfasilitasi untuk 
mengikuti pendidikan formal dan non-formal, pengembalain bersyarat, 
pembinaan rehabilitasi sosial melalui sistem dalam panti, rumah sakit jiwa  
61 
 
bagi penyandang psikotik, rumah sakit kusta, pendamping hukum, 
perlindungan khusus serta di proses secara hukum sesuai perundang-
undangan yang berlaku.  
Usaha Rehabilitas Sosial. Ada beberapa hal dalam melakukan rehabiltasi 
terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. Yang 
betujuan untuk memberikan keterapilan kepada mereka demi 
keberlangsungan hidup mereka dalam mencari mata pencaharian 
sebagaimna layaknya. Beradasarkan peraturan daerah no 2 tahun 2008 hal-
hal yang dilakukan dalam usaha rehabilitasi adalah sebagai berikut:  
1. Untuk anak jalanan yang berusia produktif bentuk rehabilitasinya 
berupa :  
a. Bimbingan Mental Spiritual  
b. Bimbingan Fisik  
c. Bimbingan Sosial  
d. Bimbingan dan pelatihan keterampilan  
e. Bantuan Stimulasi Peralatan kerja  
f. Penempatan  
2. Untuk anak jalanan usia balita  
a. Pendekatan kepada keluarga berupa pendampingan dan pemberian 
makanan tambahan  
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b. Melakukan kegiatan pendidikan Pra sekolah yang mecakup permainan 
alat, pengembangan bakat dan minat  
 
3. Untuk anak usia sekolah:  
a. Bimbingan Mental Spiritual  
b. Bimbingan fisik  
c. Bimbingan social  
d. Bimbingan Pra sekolah  
e. Bantuan Stimulans beasiswa dan peralatan sekolah  
f. Penempatan  
4. Untuk gelandangan psikotik dilaksanakan dengan cara mengembalikan 
fungsi sosilanya dengan merujuk ke rumah sakit jiwa, dikembalika kepada 
keluarga atau ke daerah asal yang dilaksanakan dalam bentuk kerja sama 
(kemitraan) dengan instasin terkait dan atau stake holder  
5. Untuk gelandangan usia lanjut dilakukan dengan cara pembinaan 
keluarga berupa bimbingan dan motivasi agar tumbuh kesadaran dan 
percaya diri untuk tidak melakukan kegiatn sebagaimna gelandangan dan 
pengemis  
6. Untuk pengemis usia produkti dilakukan dengan cara :  
a. Bimbingan mental spiritual  
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b. Bimbingan social  
c. Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan  
d. Bantuan stimulasi peralatan kerja dan atau modal usaha  
e. Pengembalian dan atau pemulangan ke daerah masing-masing  
7. Untuk pengamen yang melakukan aktifitas di jalanan dimaksudkankan 
untuk memberikan peluang dan penyaluran bakat seni, sehingga terciptnya 
keteraturan dan kedisiplinan hidup.  
Partisipasi masyarakat  
Masyarakat dapat berpartisipai dalam melakukan pembinaan anak jalanan, 
gelandagan, pengemis, dan pengamen. Bentuknya adalah dengan cara 
tidak membiasakan memberi uang atau barang kepada mereka yang 
mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan yang ada di tempat 
Pemberdayaan  
Yakni termasuk pemberdayaan terhadap keluarga anak jalanan sebagai 
upaya untuk melakukan kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial. 
Pemberdayaan keluarga adalah suatu proses penguatan keluarga yang 
dilakukan secara terencana dan terarah melalui kegiatan bimbingan dan 
pelatihan keterampilan. Adapun kegiatan pemberdayaan yaitu :  
1. Pelatihan keterampilan berbasis rumah tangga  
2. Pelatihan kewirausahaan  
3. Pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP)  
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4. Pengembangan dan pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE)  
 
Bimbingan lanjut 
Bimbingan lanjut terhadap anak jalanan yang telah mendapat pembinaan 
pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi sosial 
dilaksanakan untuk monitoring dan evaluasi hasil kinerja secara terencana 
dan berkesinambungan. Bimbingan lanjut dilakukan melalui kegiatan 
monitoring evaluasi dengan cara kunjungan rumah. 
Berdasarkan peraturan daerah no 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak 
jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen ada beberapa langkah 
pembinaan untuk menanggulangi keberadaan mereka di jalanan yakni 
pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi. Berbicara 
masalah penanganan jumlah anak jalanan di Kota Makassar. Pemerintah 
Kota Makassar, sejak tahun 2008 telah mencanangkan program pembinaan 
anak jalanan di kota Makassar, namun dalam menjalankan program 
tersebut jelas ada langkah-langkah yang harus dan wajib di lakukan oleh 
Pemerintah dalam hal ini jelas Pemerintah Kota Makassar, yang tidak 
terlepas dari peraturan yang telah di tetapkan yaitu Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 
menyebutkan bahwa upaya implementasi pembinaan anak jalanan sudah 
kami laksanakan sesuai dengan amanat peraturan daerah dalam hal ini 
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pihak Dinas sosial Kota Makassar sudah menerapkan konsep pembinaan 
pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi sosial
6
 
Dari hasil wawancara diatas dan berdasarkan pernyataan dan pengamatan 
langsung yang dilakukan oleh penulis, maka dapat dikatakan bahwa sejauh 
ini Pemerintah Kota Makassar telah berupaya untuk menangani 
permasalahan anak jalanan di kota Makassar dengan melakukan ketiga 
cara atau langkah pembinaan tersebut. 
 
D. Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Uang Kepada 
Pengemis di Kota Makassar (Perda Nomor 2 tahun 2008 Kota 
Makassar tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan, 
Pengemis dan Pengamen). 
 
Pemaparan dalam bab ini merupakan gambaran dari hasil penelitian yang 
telah dilakukan di lokasi penelitian yaitu Dinas Sosial Kota Makassar. 
Hasil dari penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data 
primer didapat dari hasil observasi di lokasi penelitian dan wawancara 
dengan pihak terkait khususnya dalam lingkup pemerintahan Dinas Sosial 
Kota Makassar. 
 
Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian 
menyebutkan bahwa Peraturan daerah Nomor 2 tahun 2008 tentang 
Pembinaan anak jalanan. Gelandangan, Pengemis dan Pengamen dalam 
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6
 Drs. H. Mas’ud.S,MM , Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial  Di Kantor Dinas Sosial Kota 
Makassar, Wawancara, Makassar, 28 Agustus 2016  
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upaya pembinaannya terus berjalan sesuai dengan amanat peraturan 
daerah, namun dalam ranah pemberian sanksi pidana terhadap pemberi 
uang kepada pengemis dijalan masih belum berjalan sebagaimana 
mestinya. Penegakan sanksi pidana terhadap pemberi uang kepada 
pengemis di kota Makassar masih belum mampu menjangkau para 
pemberi uang dikarenakan titik fokus permasalahan masih mengacu pada 
upaya pembinaan dan belum masuk dalam upaya penegakan sanksi pidana 
kepada pemberi uang dijalan
7
  
Sementara dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 
menegaskan dalam Bab V tentang larangan pasal 49 ayat (1) : “Setiap 
orang atau sekelompok orang tidak dibenarkan memberikan uang dan/atau 
barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta 
pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan 
pengemis yang menggunakan alat bantu yang berada di tempat umum” 
 Yang kemudian di tegaskan dalam Bab VI Tentang Sanksi pasal 54 
ayat (1) dan (2) 
(1) “Pelanggaran terhadap ketentuan pada pasal 49 ayat (1) peratuan 
daerah ini diancam dengan sanksi administrasi dan/atau hukuman 
kurungan  
(2) “Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah : 
a. Sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp 1.500.000,- 
(satu juta lima ratus ribu rupiah) 
b. Sanksi pidana berupa hukuman paling lama 3 (tiga) bulan 
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 . H. Yunus Said, M.Si, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 5 September 
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melihat realitas tersebut dalam hal ini upaya penegakan sanksi pidana 
sesuai dengan perintah Perda nomor 2 tahun 2008 Kota Makassar Kepala 
Bidang Rehabilitasi Sosial menegaskan bahwa akan mencoba membentuk 
dan merekomendasikan langkah taktis dalam menanggulangi maraknya 
pemberi uang dijalanan yang secara nyata telah melanggar peraturan 
daerah nomor 2 tahun 2008 Kota Makassar tepatnya di pasal 49 ayat (1) 
dengan  mencoba membahas dan merencanakan koordinasi dengan pihak 
Kejaksaan, Kepolisian, dan Satpol PP mengenai sanksi pidana terhadap 
pemberi uang dijalan serta membentuk tim reaksi cepat saribattang khusus 
untuk menangani pemberi uang kepada pengemis di kota Makassar.
8
 
Sebagaimana hasil penelitian yang telah di dapatkan “Dalam pelaksanaan 
peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 memang ada beberapa aspek yang 
harus dikaji secara mendalam, salah satunya pemberian sanksi pidana 
terhadap pemberi uang kepada pengemis dijalan, yang membutuhkan 
instrument khusus dalam penanganannya. Secara fakta belum pernah ada 
orang yang diberikan sanksi pidana baik denda maupun kurungan sejak 
peraturan daerah ini hadir sebagai sebuah regulasi. Sehingga penegakan 
sanksi pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis belum berjalan 
secara maksimal”9 
 
                                                             
8 Drs. H. Mas’ud.S,MM , Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial  Di Kantor Dinas Sosial Kota 
Makassar, Wawancara, Makassar, 28 Agustus 2016  
9
 . H. Yunus Said, M.Si, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 5 September 
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Dari hasil penelitian tersebut sudah tampak jelas gambaran tentang 
penegakan sanksi pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis di kota 
Makassar belum berjalan sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan 
dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 Kota makassar. 
Sementara upaya penegakan sanksi pidana tersebut masih dalam ranah 
konsepsi dan belum menyentuh langkah praktik untuk ditegakkan 
sebagaimana peraturan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. penegakan sanksi pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis di kota 
makassar belum berjalan secara efektif dikarenakan instrument khusus dalam 
penanganan permasalahan tersebut belum memadai sehingga masih 
membutuhkan upaya nyata dalam bentuk penanganannya secara praktik. 
2. Upaya pembinaan anak jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen sudah 
berjalan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2008 Kota 
Makassar yang kedepannya demi upaya mencapai kesejahteraan sosial 
ditengah-tengah masyarakat Kota Makassar. 
3. Penegakan Sanksi Pidana bagi Pemberi Uang kepada pengemis di kota 
Makassar belum berjalan sebagai sebuah regulasi nyata di tengah masyarakat 
sebagaimana cita-cita peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 Kota Makassar. 
Sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai fenomena permasalahan hukum di 
tengah roda pemerintahan Kota Makassar khususnya dalam hal pelaksanaan 
dan penegakannya ditengah masyarakat sebagai aturan yang memuat sanksi 
pidana bagi pelanggarnya. 
B. Implikasi Penelitian 
a. Memaksimalkan upaya penegakan sanksi pidana dalam muatan peraturan 
daerah yang secara sah berlaku ditengah masyarakat. 
b. Melaksanakan upaya nyata dalam penegakan sanksi pidana terhadap 
pelanggar Peraturan Daerah 
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c. Meningkatkan kinerja dalam upaya pembinaan anak jalanan, gelandangan, 
pengemis dan pengamen di kota makassar sebagai jalan menekan angka 
potensi pemberi uang kepada pengemis dijalan 
d. Pembentukan instrment khusus sebagai upaya kedepan menanggulangi 
pelanggaran peraturan yang memuat unsur sanksi pidana.  
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